
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1082, 2018 KEMTAN. Statuta Polbangtan. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36/PERMENTAN/SM.22./8/2018 

TENTANG 

STATUTA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan 

vokasi di lingkungan Kementerian Pertanian telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi,perguruan tinggi wajib memiliki statuta; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik 

Pembangunan Pertanian;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan 

Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.101/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri,dan Pendirian, 

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2009); 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ 

SM.220/I/2016 tentang Pedoman Penerapan Teaching 

Factory/Teaching Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi 

di Lingkungan Kementerian Pertanian; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ 

SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi 

Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 742); 

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ 

OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 789); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUTA 

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya 

disebut Polbangtan  adalah perguruan tinggi di 

lingkungan Kementerian Pertanian yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi program vokasi 

dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung 

pembangunan pertanian. 

2. Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian yang 

selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang 

digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, 

mengembangkan program, dan menyelenggarakan 

kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan  Polbangtan 

yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan 

peraturan akademik dan prosedur operasional. 

3. Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan  

Polbangtan. 

4. Wakil Direktur yang selanjutnya disebut Wadir adalah 

unsur pimpinan yang membantu Direktur. 

5. Senat Polbangtan yang selanjutnya disebut Senat adalah 

badan normatif dan perwakilan tertinggidi Polbangtan. 

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan 

tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, 

laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, 

serta pranata teknik informasi. 

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
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pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi dan/atau 

pendidikan profesi. 

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi vokasi. 

10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 

11. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

12. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menempuh seluruh 

beban belajar di Polbangtan dan dinyatakan lulus. 

13. Badan Perwakilan Mahasiswa Polbangtan yang 

selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif 

Mahasiswa yang merupakan badan normatif tertinggi 

dalam organisasi Mahasiswa dan merupakan 

kelengkapan perangkat nonstruktural pada  Polbangtan. 

14. Badan Eksekutif Mahasiswa Polbangtan yang selanjutnya 

disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan 

yang merupakan kelengkapan perangkat nonstruktural 

pada Polbangtan. 

15. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala 

Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di 

Kementerian Pertanianyang mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan 

sumber daya manusia pertanian. 

16. Dewan Penyantun adalah organ yang memberikan 

pembinaan pengembangan Polbangtan kepada Direktur. 

17. Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana 

dan berkelanjutan. 
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